WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 3% TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN LOMBA KEBERHASILAN LURAH
WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa Lurah memegang peranan penting  dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pclaksanaan
pembangunan di tingkat Kelurahan;

b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan Lomba
Keberhasilan Lurah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan

berkelanjutan, perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan
Lomba Keberhasilan Lurah;

perlu diatur dalam Peraturan Walikota agar memiliki landa

¢. bahwa Pedoman Penyelenggaraan Lomba Keberhasilan Luygah
dan kepastian hukum; ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menctapkan
Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman
Penyelenggaraan Lomba Keberhasilan Lurah;

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Seclatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indoneisia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159/

tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);



4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008
Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
LOMBA KEBERHASILAN LURAH

BABI
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Walikota adalah Walikota Palembang,.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Kota adalah kota Palembang.

Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Palembang.

Camat adalah Camat dalam Kota Palembang.

Lurah adalah Lurah dalam Kota Palembang.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat dacrah

kabupaten/ kota di wilayah kerja kecamatan.

Pembangunan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang

berlangsung di kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan

mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

9. Lomba Keberhasilan Lurah adalah salah satu evaluasi dan penilaian kinerja
atas usaha pemerintah dagrah bersama masyarakat dan Lurah yang
bersangkutan.

10. Profil Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter kelurahan
yang meliputi data dasar, potensi, tingkat perkemt 1 dan lah yang
dihadapi.

11. Tingkat Perkembangan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil

kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau

keberhasilan masyarakat, dan Lurah dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan.
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BABII
PENYELENGGARAAN

Pasal 2
(1) Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh Camat.

(2) Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kota diselenggarakan oleh Walikota
meilalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang.
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Pasal 3

Peserta Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kecamatan adalah seluruh Lurah
dari setiap Kecamatan.

Peserta Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kota adalah juara partama Lomba
Keberhasilan Lurah tingkat Kecamatan,

Pasal 4

Lomba Keberhasilan Lurah dilaksanakan setiap tahun.

Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kecamatan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai dengan bulan
November.

Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan
Desember.

BAB Il
PENILAIAN

Pasal 5

Juara Pertama Lomba Kcberhasilan Lurah tingkat Kecamatan adalah
Kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian
pada Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kecamatan.

Juara Pertama Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kota adaleh Kelurahan
yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada Lomba
Keberhasilan Lurah tingkat Kota.

Pasal 6

Indikator penilaian Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kecamatan meliputi:

LB L= SR

pendidikan;

kesehatan masyarakat;

ekonomi masyarakat;

keamanan dan ketertiban;

partisipasi masyarakat;

administrasi Pemerintahan;

lembaga kemasyarakatan; dan
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 7

(1) Indikator penitaian Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kota meliputi:

a. keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan
Kelurahan;

b. inisiatif dan kreativitas daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan kelurahan; )

c. tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
dan

d. kinerja Camat dan Lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan Kelurahan.
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Indikator penilaian Lomba Keberhasilan Lurah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurulf a, merupakan hasil olahan data tingkat perkembangan
Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan indikator penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Penilaian Lomba Keberhasilan Lurah menggunakan skor nilai 1 (satu] sampai
dengan nilai 10 (sepuluh).

BAB IV
TIM PENILAL

Pasal 8

Anggola tim penilai Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kecamatan terdiri dari
unsur perangkat Kecamatan dan tim penggerak pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga Kecamatan.

Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Camat.

Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian
Lomba Keberhasilan Lurah untuk menentukan juara Lomba Keberhasilan
Lurah tingkat Kecamatan.

Pasal 9

Anggota tim penilai Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kota terdiri dari
unsur satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota dan tim penggerak
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kota.

Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian
terhadap juara Pertama Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kecamatan dan
menentukan juara Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kota.

BABV
PENETAPAN JUARA

Pasal 10

Juara Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kecamatan ditetapkan dengan
Keputusan Camat.

Juara Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 11

Penghargaan juara Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kecamatan diberikan
oleh Camat. o
Penghargaan juara Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kota diberikan oleh
Walikota.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) diberikan
dalam bentuk piagam dan/atau bentuk lainnya sesuai kemampuan daerah.
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BAB VIl
PELAPORAN

Pasal 12

Pelaksanaan Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kecamatan dilaporkan oleh
Camat kepada Walikota.

Pelaksanaan Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kota dilaporkan oleh Kepala
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang kepada
Walikota.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 13

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan Lomba
Keberhasilan Lurah tingkat Kecamatan.

Walikota melakukan pembinaan pelaksanaan Lomba Keberhasilan Lurah
tingkat Kota.

Pasal 14

Walikota melakukan pembinaan terhadap Kelurahan yang telah menjadi
juara dalam Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kota.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berkesinambungan melalui pembinaan program, pemberian stimulan dan
bentuk lain sesuai kemampuan daerah.

Pembinaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui
pemberian prioritas lokasi pelaksanaan program pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat secara terpadu.

Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa
pemberian dana pembinaan khusus.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan yang berkaitan dengan Lomba Keberhasilan Lurah tingkat Kecamatan
dan tingkat Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Penyelenggaraan Lomba Keberhasilan Lurah yang telah berlangsung tetap
dilanjutkan dengan menyesuaikan pada Peraturan Walikota ini.



BAB Xi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Walikota ini rlai berlaku pada tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
_pada tanggal oud 2015

Plt. WALIK PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 2ul{ @015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 33



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 332 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
LOMBA KEBERHASILAN LURAH

INDIKATOR PENILAIAN LOMBA KEBERHASILAN LURAH TINGKAT KOTA

I

Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat serta
pemberdayaan pemerintah desa dan kelurahan.

dilihat dari tingkat perkembangan masyarakat desa dan kelurahan selama 2
(dua) tahun terakhir berdasarkan indikator:

1. pendidikan;

2. kesehatan masyarakat;

3. ekonomi masyarakat;

4. keamanan dan ketertiban;

5. partisipasi masyarakat;

6. administrasi pemerintahan;

7. lembaga kemasyarakatan; dan

8. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

. Inisiatif dan kreativitas daerah dalam keberdayaan masyarakat dan pemerintah

kelurahan:

1. visi dan misi pemberdayaan masyarakat;

2. kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat kelurahan;

3. eksistensi Institusi pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan;

4. kualitas dan kuantitas sumber daya aparat yang menangani pemberdayaan
masyarakat dan kelurahan;

5. alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;

6. kebijakan daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan; dan

7. alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan.

111. Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan:

.

1. pemahaman  terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan kelurahan;

2. tindak lanjut kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

3. perencanaan partisipatif;

4. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan.

Kinerja Camat dan Lurah beserta perangkainya dalam pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan kelurahan:

1. pemahaman terhadap potensi, tingkat perkembangan kelurahan serta
penghambat pengembangan masyarakat kelurahan;

2. strategi pemberdayaan masyarakat;

3. kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat; dan

4. kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pit. WALIKOA PALEMBANG,

HARNOJOYO



